SALINAN

AN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6857);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6857);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2025 Nomor 16);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

10.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

BAB II
PENJABARAN APBD

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.016.797.801.081,00

b. Belanja Daerah Rp2.913.198.347.548,00
Surplus/(Defisit) (Rp896.400.546.467,00)



(1)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp896.400.546.467,00
2. Pengeluaran Rp0,00
Pembiayaan Netto Rp896.400.546.467,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp0,00
Berkenan

Pasal 4

Uraian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a.

ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan,;

Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa
uang dan barang yang diterima serta perangkat Daerah pemberi hibah;
daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial berupa uang dan barang yang diterima serta perangkat Daerah
pemberi bantuan sosial;

daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima serta perangkat
Daerah pemberi bantuan keuangan,;

daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi
hasil;

rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

rincian dana bagi hasil sumber daya alam - pertambangan minyak
bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil - minyak
dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok jenis, objek, dan rincian
objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok jenis,
objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam
rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd dengan
program prioritas perbatasan negara.

Uraian penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III,
lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran
XI dan lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah ini.

BAB III
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

bi_SEKRETARIS DAERAH
EN BALANGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 75



